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masyarakat tentang pentingnya berpartispasi dalam lembaga 

perekonomian di Desa khususnya Badan Usaha Milik Desa Estu Mukti. 

Hal ini perlu dilakukan agar setiap masyarakat akan mendapatkan 

pencerahan dan hasilnya semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam 

setiap perkembangan Badan Usaha Milik Desa Estu Mukti dalam 

mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.  
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